
 
 

72 

 

adaptif dalam menghadapi perubahan. 

3) Pengukuran Kompetensi 

Langkah pertama adalah melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan 

pengembangan kompetensi. Identifikasi kompetensi yang relevan dengan tugas dan 

tanggung jawab pegawai. Dengan memahami kebutuhan ini, kita dapat merancang 

standar pengukuran yang sesuai.  Kompetensi PNS harus diartikan dan dipahami 

secara jelas dengan adanya pertimbangan dari berbagai aspek kompetensi yang 

penting dalam kinerja PNS yang efektif dengan menerapkan metode pengukuran 

yang digunakan harus berasal dari pertimbangan objektivitas, validitas dan 

reliabilitas. Nantinya standar ini akan menjadi hal yang menjadi gambaran dari 

pengukuran yang terstruktur, termasuk peran dan tanggung jawab dari pihak yang 

terlibat.     

Gunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Ini memungkinkan pegawai 

untuk menghadapi situasi nyata dan mengembangkan kompetensi melalui pemecahan 

masalah konkret. Dengan merancang pengukuran yang terintegrasi dengan 

pembelajaran berbasis masalah, kita dapat mengukur kemajuan secara lebih relevan. 

Dengan cara libatkan para pegawai dalam merancang sistem monitoring dan evaluasi. 

Dengan melibatkan mereka, kita dapat memastikan bahwa pengukuran 

mencerminkan pengalaman sebenarnya dan memberikan informasi yang berharga 

untuk pengembangan kompetensi. 

Jalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan, 

pelaku industri, dan ahli kompetensi. Dengan melibatkan perspektif yang beragam, 

kita dapat merancang standar pengukuran yang lebih holistik dan akurat. Dengan 

menggabungkan pendekatan-pendekatan di atas, kita dapat mengatasi tantangan 

ketidakadaan standar pengukuran pengembangan kompetensi. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1) Kebutuhan Instansi  
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Undang – Undang No. 20 Tahun 2023 memliki 3 (tiga) pembahasan 

yang akan digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ketiga pembahasan 

ini nantinya akan terus digerakkan oleh Pusat Pembinaan, Pembinaan, 

Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/Bappenas. 

Didalam proses pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS tentunya 

akan banyak sekali dinamika yang akan terjadi, jika dilihat pada aspek 

kebutuhan instansi terdapat permasalahan terkait dengan penurunan jumlah 

karyasiswa yang berhasil lulus yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti 

halnya termasuk kedalam masa peralihan pasca pandemi, Perubahan regulasi 

yang membuat PUSBINDIKLATREN melakukan beberapa penyesuaian 

untuk bagian kebijakan dan lainnya dan Adanya fenomena akademik dan non 

– akademik, dimana didapati beberapa kasus seperti halnya para karyasiswa 

yang mengalami kesulitan untuk mendapat tugas belajar dan instani serta 

didapati ada kasus meninggal dunia.  

Pada dinamika yang terjadi PUSBINDIKLATREN tidak bisa untuk 

memiliki akses pada keseluruhan permasalahan  tersebut, 

PUSBINDIKLATREN hanya bisa memberikan bantuan motivasi serta 

memberikan bantuan administrasi terkait surat izin belajar yang sebelumnya 

menjadi penghambat para karyasiswa untuk menyelesaikan masa studi 

mereka.  

Selain itu terdapat dinamika terkait dengan pedoman untuk program 

pengembangan kompetensi yang diterapkan sayangnya berada pada tahun 

2018 – 2019 yang berisikan tentang tipe – tipe program pengembangan 

kompetensi tetapi untuk menanggulangi permasalahan tersebut 

PUSBINDIKLATREN mempunyai strategi dengan membuat buku panduan 

yang setiap tahunnya berubah dikarenakan dengan adanya perubahan program 

beasiswa. 

2) Kesenjangan Kompetensi 



 
 

74 

 

Belum adanya cara pengukuran keberhasilan dari 

PUSBINDIKLATREN yang digunakan setiap tahunnya, mereka hanya 

menggunakan data dari Biro SDM untuk mengetahui kapan waktunya untuk 

para PNS melakukan pengembangan kompetensi dan juga dibantu dengan 

survei dari para karyasiswa yang sudah menyelesaikan masa studinya. Lalu 

terkait model pengembangan sendiri yang membedakan dengan lembaga lain 

terkait dengan program program yang digerakan oleh PUSBINDIKLATREN. 

 Dari aspek Kompetensi dijelaskan adanya permasalahan terkait 

perubahan regulasi dari yang awalnya menggunakan Undang – Undang No. 5 

Tahun 2014 menjadi Undang – Undang No. 20 Tahun 2023 dimana terjadinya 

penyesuaian dalam metode pembelajaran, perubahan kurikulum, 

pengembangan kompetensi diwajibkan untuk para PNS dan perubahan standar 

kompetensi yang dibutuhkan oleh PUSBINDIKLATREN. 

3) Pengukuran Kompetensi  

Pada aspek pengukuran kompetensi terdapat dinamika terkait dengan 

tidak adanya acuan secara keseluruhan untuk melakukan pengukuran dimana 

PUSBINDIKLATREN harus berupaya semaksimal mungkin dalam 

menjalankan program nya. 

Pada penjelasan diatas terkait 3 (tiga) aspek, penliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa proses pengembangan kompetensi PNS melalui program 

beasiswa di Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana 

Kementerian PPN/ Bappenas. Sudah berjalan secara periodik dengan 

peraturan terbaru. Pernyataan ini bisa dikuatkan dengan temuan yang didapati 

dari setiap informan bahwa unit kerja selalu berusaha untuk menjadi institusi 

yang adaptif, dimana mereka lebih mementingkan serta mengedepankan 

penyesuaian an adaptasi terhadap munculnya peraturan maupun kebijakan 

baru yang ditetapkan pemerintah.  

PUSBINDIKLATREN bisa dikatakan berhasil dalam melakukan 

progam pengembangan kompetensi dimana ditandai dengan adanya survei 
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kepuasan karyasiswa yang berhasil lulus, mereka menyampaikan dengan 

adanya program ini membuat mereka jaug lebih mengerti bagaimana caranya 

untuk bisa bekerja didalam pemerintahan bahkan mereka sangat terasa 

terbantu dalam proses pengembangan kompetensi itu sendiri.  

Metode pengembangan kompetensi yang diberikan kepada setiap PNS 

perencana semua sudah sesuai dengan proses penilaian dan objektif, hal ini 

diperkuat dengan proses pengembangan kompetensi tidak akan ada 

batasannya baik untuk instansi yang belum pernah melakukan program 

pengembangan kompetensi maupun bagi yang sudah melakukan.  

Semua cerita sukses ini menggambarkan bahwa 

PUSBINDIKLATREN sangat baik dan serius dalam setiap kebijakan maupun 

pelaksanaan program pengembangan kompetensi khususnya untuk para PNS 

perencana se Indonesia 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Aspek Kebutuhan Instansi  

Menerapkan progam pemantauan karyasiswa tidak hanya untuk yang 

berada di zona merah melainkan memberikan pemantauan untuk zona 

lainya seperti zona hijau, dan zona kuning dengan tujuan mencegah 

untuk masuk ke zona merah. Lalu melakukan pembaharuan pedoman 

terkait pengembangan kompetensi PNS.   

2. Aspek Kesenjangan Kompetensi 

Lebih menekankan analisis kesenjangan kompetensi secara teratur 

dengan identifikasi keterampilan yang dibutuhkan dengan tujuan 

pengembangan kompetensi dan membandingkan dengan keterampilan 

yang dimiliki.  

3. Pengukuran Kompetensi  

Memberikan pelatihan tes kemampuan bahasa bagi para karyasiswa 
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dalam mengikuti program pengembangan kompetensi yang membutuhkan 

bahasa asing, melalui tes kemampuan bahasa ini dapat berupa pelatihan 

TOEFL dan IELTS yang bisa digunakan dalam proses pengukuran 

kompetensi PNS di bidang tersebut. 
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